
 
 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1983 

TENTANG 
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR 

TAHUN 1983/1984 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan keikutsertaan anak usia 7 
(tujuh) - 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar, sebagai persiapan 
mewujudkan pelaksanaan wajib belajar, perlu dalam Tahun Anggaran 
1983/1984 dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan 
pembangunan ruang kelas baru, 

b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada 
Sekolah sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun 
Anggaran 1983/1984 dilanjutkan pula perbaikan kembal (rehabilitasi) Sekolah 
Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat 
Sekolah Dasar) Swasta yang ada ; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan Kepala Sekolah, 
perlu dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dibangun rumah dinas kepala 
sekolah dan perumahan guru di daerah terpencil ; 

d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah 
Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
1983/1984 ; 

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden 
tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar; 

  
Mengingat  : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 ; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan 
Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) ; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037) ; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor 
Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan 
Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ; 

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan 
Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi 
Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah. Tingkat II 
di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3088) ; 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi 
Departemen ; 

9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983 ; 

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan 
Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ; 

11. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 
tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan. Belanja Negara ; 

12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah ; 

13. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet 
Pembangunan IV ; 

  
MENGINSTRUKSIKAN  

  
Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ; 

2. Menteri Keuangan. 
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
4. Menteri Agama ; 
5. Menteri Pekerjaan Umum ; 
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ; 
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 
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Untuk : 
  
PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 

1983/1984, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran lnstruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya, 

  
KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. 
  
  

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1983 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO 
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